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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDI.IKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABTIPATEN
LANGKAT

NOMOR : 470 - oot? /WD[IKCAPIL/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KEPENDTIDTIKAN
DAN PENCATATAN SIPI KABUPATEN LANGKAT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN LANGKAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor
Per/09/M.PAN/5 /2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan
IKU pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Langkat dengan Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas.

b. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
maka perlu menetapkan Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas
tentang Indikator Kine{a Utama (lKU) pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tahun 2019-2024.

L Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara
(Lembaga Negara RI Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 1092);

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu
Kota Kabupaten Dati II Langkat dan wilayah Kota Madya Dati Il ke
Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran
Negara Rl Tahun 1982 Nomor 9);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor l0 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkar dan
Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor
II, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3322;

5, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6 Peraturan Pemerinlah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20l l;

I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokasi Nomor : PER/09/1\4.PAN/5/2007 tentang pedoman

UmumPenetapan lndikator Kineqia Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

9 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ..

PER/20A4.PAN /1112008 tentang Pedoman penyusunan Indikator Kinerja
Utama;

l0 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apatur Negara Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitasi Kine{a Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Pe{anjian Kine{a, Pelaporan Kineda dan Tata Cara
Riview atas Laporan Kine{a Instansi Pemerintah;

12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat
Daerah Kabupat€n Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor I
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29),

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Utara Tahun
2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
t 0).

14 Peratuan Daerah Nomor I I Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat 2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7).

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG INDIKATOR KINEzuA
UTAMA PADA DINAS KEPENDUDTJKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LANGKAT.

MEMUTUSKAN:



BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal I

Dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dimaksud dengan

l. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang

memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
5. Tuj uan adalah sesuatu yang alian dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu I (satu) sampai dengan

5 (lima) tahun.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam

rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh

instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari
APBN dan atau APBD.

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan keda sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu progmm, terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuajenis sumber daya tersebut.

9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program kebijakan.

10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

I L Indikator Kinerja Utama (Key Performance lndicator) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

RUANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kine{a yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk :

a. Penyusunan perencanaan j angka menengah;
b. Penyusunan p€rencanaan tahunan dan anggaran;
c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
d. Pengukuran kinerja;
e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinefa;
, Euulrrasi kine{a instansi pemerintah; dan
g. Pemantauan dan pengendalian kine{a pelaksanaan program dan kegiatan.



Pasal 3

IKU pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam
lampiran.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas ini :

a Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah kabupaten Langkat dan Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Langkat diberikan tugas untuk melakukan review dan evalrasi atas pelaksanaan lndikator
Kinerja Utama (IKU) di lingkungan

b pemerintah Kabupaten Langkat;
c Inspektorat Kabupaten langkat melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinet'a Utama

setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam
Laporan Kineda Instansi Pemerintah (LKIP).

BAB III

PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

(l) Bupati wajib menekpkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Daerah.
(2) Indikator Kine{a Utama harus selaras antar tingkatan Unit Organisasi.
(3) Indikator Kine{a Utama pada organisasi setingkat Eselon II / Perangkat Daerah sekurang-kurangnya

adalah lndikator Kinerja Keluaran (Outpur).

Pasal 6

Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus mempertimbangkan
beberapa hal sebagai berikut :

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RpJMD), Rencana strategis
Lainnya yang relevan.
Bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Kebutuhan informasi kine{a untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
Kebutuhan data statistik pemerintah-
Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

a.

b.

c.

d.

e.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kine{a Utama dilingkungan Perangkat Daerah melibatkan
pemangku kepentingan (stakeholder) dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

Pasal 8

Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi karakteristik
indikator kine{a yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja perangkat Daerah yang
bersangkutaq yaitu meliputi unsur :



a. Spesifik;
b. Dapat dicapai;
c. Relevan;
d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
e. Dapat dikuantifikasi dan diukur;

Pasal 9

( I ) Pengembangan dan penetapan Indikator Kinefa Utama wajib menggunakan prinsip prinsip kehati-
hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

(2) Dalam hal Indikator Kine{a Utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinega organisasi
secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada Unit Organisasi diatasnya agar
ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

BAB IV

PENGGT]NAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal l0

IKU pada Dinas Kependudukan dan Pencatan sipil Kabupaten langkat adalah digunakan untuk

a. Perencanaan jangka menengah;
b. Perencanaantahunan;
c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
d. Penyusunan dan Pelaporan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kineda Instansi Pemerintah) SI(pD;
e. Evaluasi kine{a lnstansi Pemerintah;
f Pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan-kegiatan

yang telah ditetapkan.

Pasal I I

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan
IKU.

Pasal 12

(l) Perangkat Daerah melaksanakan Analisis dan Evaluasi Kine{a dengan memperhatikan capaian
Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan
digunakan untuk perbaikan kine{a dan peningkatan Ak-untabilitas Kineda Perangkat Daerah.

Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana
dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendal4 hambatan maupun informasi lainnya yang
dianggap relevan.



BAB V

PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 13

(l) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan koordinasi terhadap penetapan Indikator Kine{a Utama
(IKU) dilingkungan Pemerintah Daerah adalah dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Bappeda
dan untuk selanj utnya melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

(2) IKU pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

BABVI

PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak 02 Januari Vd 3l Desember 2023 dengan ketentuan jika terdapat
kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

KEPALA D
PEN

FAIZAI,

Stabat

o, lanuai2023

DTIDTiKAN DAN
LANGKAT

ANG,S.Sos.M.AP
I 009

liN!'



3' .'B-r
QEl

a!r
o=

-=o.atr+
F!e

=O
!r 7\
:E(}

;D

i$=
=i;O-.

=- a\

X-.-tri
-E'

G h..,)

irP
=t [.a
OEO
-l?!? .-

N) z
o

o.-D:z
D) HY r\' i

'nBZE..i !( a0a6 iD ts. x'
Ar 'd tr: !)

B ?an
9PB
'd t:5_

,r'd>
.3 sF
cq d.
+56l.orCP-B c,

F>F!) o-traE'
E.

ID

o
F,t,
!

alir.lp
o
R
!

dz.
'dFg;a<(!o)

lD !)

X
Fd

xriox'!iD ,'D le ih o

EggE E

gE ryB H

*>E'?s
u $$* t6'5 r

iF
@=

ar
r.!D

fii
Ear

o
i
p

0q=

p

IDa

F)

@
o
.D

p

p)

o

p

o,la
E

xp
cr

!,
o

(,

I

-lo
l0)

ap
;
ID

F-t
.Df(,
a

t

x
z
p

o

ts(,
A'

cr!

i
p

0)

&
o

n
Ft
uo

EI
o

t
D
T

\,o
a
tr

0c
EI

FN

th)
go
'aP

?=Po)XI,
'o-

?,f E:lo o
aY)
oiD-4(,4,PPrn)XA ap=

a
@EX4

(t)
E
5It
ox
UI
p

ia!Yo

5C
0Q ,r

wro-7oiai
orQ ,r

ru
o

c.i

1fi
0q

X
E'

z
-.
-.
7.

z

z

llz

i

I
z
X

-l

-/--__:-:-.
, L 1"1

z
U)
a

",9

E

NN
,E-



l.
3

13

1Z

dao

z
a

Z--
zz
€>vz>az>
v>
27.
4ZE"7,\)z
>a
>=Zaaz
:z

l!r!

i>
-.t <
Ir, >zz
>zz

-s* x{tr o
3?;,E
; qH 3

= 
9P 

^r.x,^ x
B E;
*Xx -'

E€T
o- dN!. E(.r 

= d€+

z

(!?ih.DaD[ :'rI .! E
o z i] (D'c
tiF.o.6-Fr
E FE#5aE trqg d

rIqH a
H o5 9
FIDH'Jp !l ^v5
AE5E.6'r ol rr
(D ^v.l h

5: PA)
il' X' Ei tr.

F$ET! iJ E'O)I :ab.- s'

N)
'lt
D

,(,d?e sF
E.2 p.
ioi5*50cEDTtL :J D)

F>Fhi o-E

tD

O- a_t D tz
P Y5B
4G)-C.X aoo- ts. x'
o 'ri f !)
ii A' t!' El

ts'T 6*
(ng.oXx.

x- ,,D

D5-

(,)
I
t)
D

at
=l]
!)A
3x
D!)
ir- C
BBbtr
9?
ni !D

XPooi
'6Fohi5;+
= iri
oIlgD,rrDA)
513

z
.D

D

D

.D

o
o)

X

EESI
B E* E
+E'E r
E B iF6 xe.E.
3* E6
'.=gsFl.e 5
,rtr d ,K

AIE€
6.s' B
^.i D)

-6'

r
F
Dn

'l
p

cht,
@t)
D

\l!Bogo
N
}J

'.1D
fi
ID

X
o

ctr
APA{<'UJ

D
o)
D
D)

Dr
!)

co\!I
o,

N
N

oo\o
(,) gr \ t\)

l\)
i,)

\oa
id N co

N
B

\oI\(, (,1) \c
qt
N


